
84 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam perkara pembatalan hibah orang tua 

kepada anaknya dalam putusan PTA Surabaya Nomor 

223/Pdt.G/2011/PTA.Surabaya. Bahwa PTA Surabaya dalam 

mengabulkan permohonan banding dari para penggugat karena Majelis 

Hakim lebih berhati-hati dan mengedepankan kemaslahatan. Hati-hati 

dalam artian mempertimbangkan beberapa kaidah hukum terlebih dahulu, 

baik Hadits Nabi SAW, Al-Qur’an, maupun Yurisprudensi, baru setelah 

itu memutuskan permasalahan. 

2. Akibat hukumnya dengan adanya pertimbangan alasan dari para 

Penggugat/para Pembanding untuk mencabut hibah dari 

Tergugat/Terbanding maka hibah tersebut haruslah dibatalkan, dan akta 

hibah dinyatakan tidak berkekuatan hukum, serta Tergugat/Terbanding 

harus menyerahkan seluruh obyek sengketa kepada para Penggugat/para 

Pembanding dan membayar seluruh administrasi perkara. 

3. Hukum Islam dengan sangat tegas menyatakan bahwa hibah tidak dapat 

ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya. Hadits-

hadits yang menjelaskan tercelanya mencabut kembali hibahnya, 

menunjukkan keharaman pencabutan kembali hibah yang telah diberikan 
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kepada orang lain. Kebolehan menarik kembali hibah hanya berlaku bagi 

orang tua yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. 

B. Saran 

Dari beberapa uraian diatas maka peneliti menyampaikan beberapa 

saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan yaitu: 

1. Bagi para penegak keadilan (hakim) sebaiknya dalam memutus perkara 

seharusnya lebih teliti dan cermat dalam pengambilan dasar hukum 

perundang-undangan sehingga tidak ada pihak yang dirugikan khususnya 

para pencari keadilan.  

2. Bagi para pihak yang berperkara dalam Peradilan Agama dan Peradilan 

Tinggi Agama sebaiknya memahami prosedur hukum formil dan metaril 

dalam beracara dan memahami permasalahan yang diajukan, serta 

menerima dengan lapang dada apa yang telah diputuskan oleh pengadilan, 

tentunya semua itu sebagai bahan intropeksi diri.  

3. Bagi penegak hukum yang menetapkan undang-undang, sebagaimana 

dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada Pasal 212 yang berbunyi: 

“Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada 

anaknya” seharusnya diperjelas sehingga tidak multitafsir. 


